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PENETAPAN
Nomor 334/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong , membaca surat
gugatan tertanggal 21 Maret 2017 dengan Nomor 334/Pdt.G/2017/PA.Sel.
dalam perkara antara:

Reni Kurniawati binti Sulaiman, umur 21 tahun, agama Islam, [endidikan
SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
Dusun Balik Batang Utara, Desa Lendang Belo,
Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya disebut sebagai “ Penggugat “ ;

melawan

Kamaludin bin Murtan, umur 26 tahun. agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan supir, bertempat tinggal semula di Dusun
Kopong Sebangun, Desa Kopong Sebangun, Kecamatan
Gangga, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut
sebagai “ Tergugat “ ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong
tertanggal 21 Maret 2017 Nomor 334/Pdt.G/2017/PA.Sel. tentang
Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong
tertanggal 22 Maret 2017 Nomor 334/Pdt.G/2017/PA.Sel. tentang Penetapan
Hari Sidang;

Membaca, Surat permohonan pencabutan perkara dari Penggugat

tertanggal 09 JUni 2017 ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 271 dan 272 Rv.
maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 192 RB.g.

maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor :
334 /Pdt.G/2017/PA.Sel dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).
Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 09 Juni 2017

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong,

Dra. Hj.Naily Zubaidah, SH.
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Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp.  30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 200. 000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,--

5. Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 291.000,-

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
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